
 

 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 500.15/750 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PENETAPAN SYARAT DAN KRITERIA PEKERJA RENTAN  

DI KOTA SEMARANG 

 

 

WALI KOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan, menyejahterakan dan 
memberikan pelindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja 
Rentan di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melalui 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
menyelenggarakan Program Pelindungan Sosial Pekerja Rentan 
Kota Semarang (PIJAR SEMAR); 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali 
Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pelindungan 
Sosial Pekerja Rentan, perlu menetapkan syarat dan kriteria 
pekerja rentan sasaran Program PIJAR SEMAR dengan 

Kepututusan Wali Kota;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan 
Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Syarat dan 
Kriteria Pekerja Rentan di Kota Semarang;  
 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 
 
 



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana beberapa kali 
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2023  
Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 
Daerah Tingkat II Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893); 

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 158); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 
2021 Nomor 247); 

15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 
93); 

16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2025 tentang 
Pelindungan Sosial Pekerja Rentan (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2025 Nomor 26); 
 

   
                         MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  

 

KESATU     
 

: Syarat dan Kriteria Pekerja Rentan di Kota Semarang. 
 



KEDUA  
 
 
 
KETIGA 
 
 
 
KEEMPAT 
 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

Syarat Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
yaitu Warga Kota Semarang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk 
Kota Semarang. 
 
Kriteria Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
yaitu jenis pekerjaan yang dimiliki dengan daftar sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Semarang. 
 

KELIMA      : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 
 

                Ditetapkan di Semarang 
                         pada tanggal 29 Agustus 2025 
 

WALI KOTA SEMARANG, 

 
 

 ttd 
 
 

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI 
 
SALINAN disampaikan kepada Yth: 
1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah; 
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang; 
3. Wakil Wali Kota Semarang; 
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 
7. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang; 
8. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang; 

9. Inspektur Kota Semarang; 
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; 
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; 
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang; 
13. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang; 
14. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang; 
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang; 
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang; 
17. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pemuda; 

18. Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang; 
19. Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang; 
20. Ketua DPC Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Semarang; 
21. Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Kota Semarang; 
22. Anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang. 
 

LENOVO
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 500.15/750 TAHUN 2025 

TENTANG  

PENETAPAN SYARAT DAN KRITERIA 

PEKERJA RENTAN DI KOTA SEMARANG 

 
 

JENIS PEKERJAAN PEKERJA RENTAN DI KOTA SEMARANG 
 

NO. JENIS PEKERJAAN PEKERJA RENTAN 

1. Tukang Becak 

2. Sopir Angkutan Sistem Setoran 

3. Tukang Ojek Pangkalan 

4. Pembantu Pengatur Lalu Lintas Jalan 

5. Pengurus Jenazah/Modin 

6. Penggali Kubur 

7. Buruh Harian Lepas/Serabutan 

8. Pedagang Keliling/Asongan/Eceran 

9. Pekerja Disabilitas 

10. Tambal Ban 

11. Tukang Sol Sepatu 

12. Pengambil Sampah 

13. Pemulung 

14. Tukang Jahit Keliling 

15. Petugas Kebersihan Rumah Ibadah 

16. Nelayan 

17. Petani/Buruh Tani 

18. Petugas Kebersihan Bukan Penerima Upah 

19. Juru Parkir 

20. 
Pekerja yang terdaftar dalam Data Pensasaran Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

 

 

WALI KOTA SEMARANG, 

 

 ttd 
 

 

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI 

 

 

LENOVO
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001 
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